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pre=-T

Tentang

WALIKOTA DEPOK,

Mesinbang & tabwa delm rangla meningiatian pyananada
mseparsiat ik pemersian. kesempuan pendidian,
° ingatan st dan releane s s manaimen

pendidican, pertu. didirian Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Neger 19 Depok;
b. hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b, Keputusan
Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia
Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Sekolah,
Walikota menetaplan pendirian sekolah neger sesus dengan
fenia dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannyn:
bahwn berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Peraturan

layanan.
Penditi, diberian aeh Walkow stau Peabat yeog
dituniule

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf 8, hurul b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Keputusan Walikota tentang Pendirian Sckolah Meneogah

Pertama (SMP) Neger 19 Depol



Mengingat 1. UndangUndang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tinghat 1l Depok dan
Kotamadyn Daersh Tingkat 1 Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3828);
2 Undangundang Nomor 28 Tahun 199, tentang
Penyclenggaraan Tegara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan
Negara (Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indoncsia
Nomr 4286),
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisterh

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

rahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Neg
Repubik Indoncsia Nomor 4844);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

r Republic  Indonesia



Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
x Lembarsn  Negara  Republik  Indoncsia

Negara Repubiik Indoncsia Nosmor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang.
Pengelolaan Kevangan Daersh (Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 4575, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia. Nomos 4578);

wuran Pemeri

Republik Indonesia Nomos 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang.
Struktur Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Repubiic Indonesia. Nomor 4741);

, Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2007 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidilan
‘Dasar Sermbilan Tuhun dan Pemberantasan Buta Aksars;




KEDUA

16.Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor 35

Bua.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30/P/2009

tentang Provinsi yang Berprestasi dalam Melakcsanalan

Progeam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

16. Peraturan Daerah Kota Depelk Nomor 7 Tabun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wejib dan Pilfn yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Dacrah Kota
Depok Tahun 2008 Nomor 7;

17, Peraturan Dacsah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 teniang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kote Depok.
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberape. kall
diubah terahiz dengan Peraturan Dacrah Kota Depok
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubshan Ketiga atas
Peraturan Dacralh Kota Depak Nomor 08 Tabun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Depok
Tabun 2012 Nomor 19)

18, Peraturan Dacrah Kota Depoik Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peodidikan  (Lembaran

Dacral Kota Depok Tabun 2010 Nomor 08);

MEMUTUSKAN
Mendicikan Seolah Menengah Pertama (SMP) Neger 19 Depokc

yang teritak JL Lei Raya Nomor 4, RTO4, RWO7,
Kelurahan Depok-Jaya, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.

+ Scgala biaya yang dibutubkan dalam pelaksanaan pendirian

sckolah  sebagaimana  dimaksud  diktum dalam KESATU,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat




Keputusan ini mulai beraku pada tangaal ditetaplean.

Ditetapkan i Depok
i

. Yun. Menteri Pendidikan Nasional
e Seos Bart d Banting
e Provini Jawa Barat i Bandung;

st
ciaan Keuangan dan Aset Kota Depolc
epol

Yib Lurah Depok Jaya Kota Depok.
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